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PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA 

ABSTRAK :  - Berdasarkan ketentuan Pasal 127 Undang-Undang 
Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan 

Retribusi Daerah, telah diatur jenis Retribusi Jasa Usaha 
yang dapat dipungut oleh Pemerintah Daerah sesuai 
dengan potensi yang dimilikinya dan/atau disesuaikan 

dengan kebijakan daerah;  
    

- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : Pasal 18 ayat (6), UU 
No. 13 Tahun 1950; UU No. 8 Tahun 1981; UU No. 17 Tahun 2003; 
UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 31 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 

2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No 10 Tahun 2009; UU No. 28 
Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; PP No. 32 Tahun 1950; PP No. 
16 Tahun 1977; PP No. 27 Tahun 1983; PP No. 58 Tahun 2005; PP 

No. 79 Tahun 2005; PP No. 61 Tahun 2009; PP No. 38 Tahun 2007; 
PP No. 69 Tahun 2010; Perpres No. 1 Tahun 2007; Perda No 2 

Tahun 2005; Perda No 21 Tahun 2006; Perda 13 Tahun 2007; Perda 
No. 1 Tahun 2008; Perda No. 1 Tahun 20011; Perda No. 3 Tahun 
2011.  

 

- Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Retribusi Jasa Usaha  
dengan sistematika sebagai berikut: 1. Ketentuan Umum, 2. Jenis 

Retribusi Jasa Usaha 3. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah 4. 
Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan 5. Retribusi Tempat 

Pelelangan 6. Retribusi Terminal 7. Retribusi Tempat khusus Parkir 
8. Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa 9. Retribusi 
Rumah Potong Hewan 10. Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan 11. 

Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga  12. Golongan Retribusi  
13. Wilayah Pemungutan 14. Saat Retribusi Terutang 15. Penetapan 

Retribusi 16. Tata Cara Pemungutan 17. Sanksi Administrasi 18. 
Tata Cara Pembayaran 19. Tata Cara Penagihan 20. Keberatan 21. 
Pengembalian Kelebihan Pembayaran 22. Kedaluwarsa Penagihan 

23. Pemeriksaan 24. Insentif Pemungutan 25. Ketentuan Khusus 
26. Penyidikan 27. Ketentuan Pidana 28. Ketentuan Peralihan 29. 
Ketentuan Penutup.   

 

CATATAN - Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 17 Januari  2012 

- Terdiri dari 83 Pasal  

- Lampiran 19 halaman 
 

 
 
 

  

 


